SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR

: 286/PL.02.5-Kpt/7105/Kab/X/2020
TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA SELATAN NOMOR : 266/PL.02.5-Kpt/7105/Kab/VIII/ 2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Menimbang

a.

bahwa ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota telah mengalami perubahan saat
diundangkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,
dimana kewenangan untuk menetapkan pedoman
teknis mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, yang sebelumnya
diberikan kewenangan kepada KPU Kabupaten,
terhitung sejak Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2020 berlaku, kewenangan tersebut
dicabut dan menjadi kewenangan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia;

b. bahwa ...



Mengingat

b. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan

Keputusan  Komisi  Pemilihan Umum  Nomor:
454 /HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman
Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

bahwa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor: 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019
tentang Pedoman  Penyusunan Keputusan di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, mengatur bahwa
Keputusan hanya dapat dicabut dengan Peraturan KPU
atau dengan keputusan yang tingkatan sama atau lebih
tinggi;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas,
dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan
tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor
266/PL.02.5-Kpt/7105/Kab/VIII/2020 tentang
Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun
2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi ...



menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1059);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Komisi ...



Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
Tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam
kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 13 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam
kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1068);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V /2017 tentang  Kode
Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan
Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota;

Keputusan  Komisi  Pemilihan Umum  Nomor:
1442 /HK.03-Kpt/03/KPU/VII[/2019 tentang Pedoman
Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 /PL.02-
Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Serentak Lanjutan Tahun 2020;

9. Keputusan ...



9.

10.

11.

12.

13.

14.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
452 /HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali
Kota Dan Wakil Wali Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
453 /HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman
Teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye Yang
Tidak Sesuai Ketentuan Ke Kas Negara Oleh Peserta
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
454 /HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman
Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Minahasa Selatan Nomor : 417/PP.01.2-
Kpt/7105/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis
Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Minahasa Selatan Nomor : 109/PP.01.2-
Kpt/7105/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Minahasa Selatan Nomor : 417/PP.01.2-
Kpt/7105/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis
Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Minahasa Selatan Nomor: 108/PL.02-
Kpt/7105/Kab/VII/2020 tentang Pelaksanaan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan
Lanjutan Tahun 2020

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Minahasa Selatan Nomor : 266/PL.02.5-

Kpt/7105/Kab/VIII/2020 ...



Memerhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Kpt/7105/Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil

Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020.

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa
Selatan Nomor : 253/PL.02.5-BA/7105/Kab/X/2020
tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 266/PL.02.5-
Kpt/7105/Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Minahasa Selatan Tahun 2020

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MINAHASA SELATAN TENTANG PENCABUTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MINAHASA SELATAN NOMOR : 266/PL.02.5-

Kpt/7105/Kab/VIII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS

DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2020.

Menetapkan Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 266/PL.02.5-

Kpt/7105/Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Dana

Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Minahasa Selatan Tahun 2020;

Keputusan yang dicabut sebagaimana Diktum KESATU

dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak memiliki kekuatan

hukum mengikat;

Hal-hal teknis terkait pelaporan dana kampanye dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan

Lanjutan Tahun 2020, mengikuti ketentuan dalam:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan ...



Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam
Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam
Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(Covid-19);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor: 452/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang
Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening
Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 453/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 Tentang
Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan Dana
Kampanye Yang Tidak Sesuai Ketentuan Ke Kas Negara
Oleh Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan
Wakil Wali Kota; dan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor: 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang
Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

sejak ...



sejak Peraturan Komisi tersebut di atas diundangkan dan
sejak Keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut di atas
ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 7 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




